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I. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan
orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan yang
memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan
Bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi standar
pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan,
kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah
menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman,
nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek yang
keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari Jaringan Trayek dan
kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang terintegrasi dan
berjenjang mulai dari nasional ke provinsi, ke kota, dan/atau
kabupaten.
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Selanjutnya diatur pula bahwa pengawasan terhadap muatan barang
di jembatan timbang dan/atau di jalan secara insidential yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polisi Negara
Republik Indonesia secara bersama-sama.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi di dalam Peraturan
Pemerintah ini diberikan kepada Angkutan Penumpang umum
dengan Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada Trayek
tertentu melalui pemberian selisih biaya operasional maupun biaya
keseluruhan pengoperasian Angkutan umum dengan Kendaraan
Bermotor.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, juga diatur mengenai kewajiban,
baik dari Perusahaan Angkutan Umum termasuk kewajiban untuk
menyediakan fasilitas pelayanan kepada penyandang cacat, manusia
usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, serta sanksi
administratif bagi perusahaan angkutan yang tidak melaksanakan
kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rasio Kendaraan Bermotor untuk
Angkutan orang yang belum memadai” adalah jumlah orang
yang akan diangkut lebih banyak dari kapasitas angkut
Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang tersedia
pada wilayah administrasi kabupaten/kota yang
bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemiringan lahan sangat terjal”
adalah kemiringan lahan yang lebih besar dari 25% (dua
puluh lima persen).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanjakan yang sangat curam”
adalah tanjakan yang lebih besar dari 25% (dua puluh lima
persen) sepanjang 100m (seratus meter) atau lebih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan
ini antara lain bencana alam.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

www.djpp.kemenkumham.go.id



No.5594 4

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sepeda motor” adalah Kendaraan
Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan
dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor
beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat muatan yang dirancang
khusus” adalah tempat yang ditempatkan/ditempelkan di
atas atau di bagian belakang mobil, misalnya tempat
meletakkan sepeda atau barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “karakteristik dan kebutuhan daerah”
adalah di daerah tertentu yang topografi daerahnya masih
memerlukan Kendaraan Tidak Bermotor sebagai alat mobilisasi
masyarakat di daerah dan dapat pula berperan sebagai feeder
angkutan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan lintas batas negara”
adalah Angkutan  dari satu kota ke kota lain yang melewati
lintas batas negara dengan menggunakan  Mobil  Bus
umum  yang  terikat dalam Trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan antarkota antarprovinsi”
adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui
antar  daerah  kabupaten/kota  yang  melalui  lebih dari
1 (satu) daerah  provinsi dengan menggunakan Mobil Bus
umum yang terikat dalam Trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan antarkota dalam
provinsi” adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang
melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang
terikat dalam Trayek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan perkotaan” adalah
Angkutan dari satu  tempat  ke  tempat lain dalam kawasan
perkotaan  yang  terikat dalam Trayek.
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